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Abstrak 
In running a business, not everyone has the necessary capital. One of the crucial roles of Islamic banking 
is to provide capital for individuals or companies wishing to start a business, especially for those who lack 
sufficient funds. Islamic banking offers access to capital through financing based on Sharia principles, such 
as musyarakah. Musyarakah financing allows the bank and the individual or company to partner in a joint 
venture by sharing capital, risks, and profits. This helps expand financial access for those looking to start 
or grow their business without the burden of high interest rates or conventional terms that may not align 
with Sharia principles. This research aims to explore sustainable Islamic banking financing models using 
the musyarakah contract. By understanding the existing challenges and opportunities, and formulating 
appropriate strategies, it is hoped that Islamic banks can enhance their role in inclusive and sustainable 
economic development. This research employs a qualitative approach with literature analysis and case 
study methods. Data is collected from various sources, such as books, journals, reports, and official 
documents related to the research topic. The analysis is conducted to identify challenges and opportunities 
and to determine the strategies used in musyarakah financing in Indonesia. The research results indicate 
that the current Sharia contract financing model plays a significant role in sustainable economic growth 
despite the challenges and opportunities present. 
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Abstrak 
Dalam menjalankan usaha/bisnis tidak semua orang memiliki modal. Salah satu peran penting perbankan 
syariah adalah menyediakan modal bagi individu atau perusahaan yang ingin memulai usaha atau bisnis, 
terutama bagi mereka yang tidak memiliki modal yang cukup. Perbankan syariah memberikan akses kepada 
masyarakat untuk mendapatkan modal melalui pembiayaan berbasis prinsip syariah seperti musyarakah. 
Pembiayaan musyarakah memungkinkan bank dan individu atau perusahaan untuk bermitra dalam usaha 
bersama dengan cara berbagi modal, risiko, dan keuntungan. Hal ini membantu memperluas akses 
keuangan bagi masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mereka tanpa harus terbebani 
oleh tingkat bunga yang tinggi atau ketentuan-ketentuan konvensional yang mungkin tidak sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model pembiayaan perbankan 
syariah dengan akad musyarakah yang berkelanjutan. Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, 
serta merumuskan strategi yang tepat, diharapkan bank syariah dapat meningkatkan perannya dalam 
pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan metode analisis literatur dan studi kasus. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti buku, 
jurnal, laporan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan untuk 
mengidentifikasi tantangan dan peluang serta menentukan strategi yang digunakan dalam pembiayaan 
musyarakah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa saat ini model pembiayaan akad syariah 
berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan meskipun terdapat tantangan dan 
peluang. 

Kata Kunci : Akad Musyarakah, Eksplorasi, Model Pembiayaan, Perbankan Syariah  
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PENDAHULUAN 
 Dalam melakukan kegiatan ekonomi manusia memerlukan bank sebagai lembaga untuk 
yang mewadahi manusia dalam melakukan kegiatan transaksi ekonomi sebagai bentuk 
menjalankan fungsi likuiditas uang. Sehingga bank berfungsi menghimpun dan menyalurkan 
uang masyarakat. Perbankan syariah ialah sistem perbankan yang dijalankan dengan menerapkan 
prinsip - prinsip dalam Islam, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir 
(spekulasi). Di Indonesia, konsep perbankan syariah mulai diperkenalkan pada awal tahun 1990-
an. Dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 (Suryani, 2012). Sejak itu, 
perbankan syariah di Indonesia mulai mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa 
dekade terakhir, mencerminkan peningkatan kesadaran dan permintaan masyarakat terhadap 
produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 
 Salah satu instrumen penting dalam perbankan syariah ialah akad musyarakah. Akad 
musyarakah ini merupakan suatu bentuk kerjasama di mana terdapat dua pihak atau lebih 
menggabungkan modal untuk menjalankan usaha bersama, dengan pembagian keuntungan dan 
kerugian yang disepakati bersama. Akad ini memungkinkan bank dan nasabah untuk 
berkolaborasi dalam menjalankan usaha, dengan prinsip saling berbagi risiko dan manfaat. 
Pembiayaan syariah berbeda dengan pembiayaan konvensional, pembiayaan syariah 
mendapatkan keuntungan dari bagi hasil sedangkan pembiayaan konvensional mengandalkan 
bunga sebagai sumber keuntungan. Akad musyarakah sering digunakan dalam pembiayaan 
proyek, investasi bisnis, dan pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam konteks 
pembiayaan proyek, bank dan nasabah dapat bekerja sama untuk membiayai pembangunan 
infrastruktur, properti, atau proyek lainnya yang memerlukan modal besar dan jangka waktu yang 
panjang. Dalam investasi bisnis, akad musyarakah memungkinkan pengusaha mendapatkan 
tambahan modal dari bank dengan skema bagi hasil, tanpa beban bunga tetap yang seringkali 
menjadi hambatan dalam pembiayaan konvensional. Untuk pembiayaan UKM, akad musyarakah 
memberikan kesempatan bagi usaha kecil dan menengah untuk tumbuh dengan dukungan modal 
dari bank, sambil tetap menjaga prinsip keadilan dan transparansi. 
 Penerapan akad musyarakah dalam perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi 
besar, namun juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah 
manajemen risiko yang kompleks. Dalam akad musyarakah, bank harus siap menanggung 
kerugian bersama dengan nasabah jika usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan harapan atau 
mengalami kegagalan. Ini menuntut bank untuk memiliki strategi manajemen risiko yang sangat 
baik. Selain itu, penerapan akad musyarakah memerlukan tingkat transparansi dan akuntabilitas 
yang tinggi dalam pengelolaan usaha bersama. Dukungan regulasi yang memadai juga sangat 
penting. Regulasi yang baik akan membantu melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat 
dalam akad musyarakah, baik itu bank, nasabah, maupun pihak lainnya (Anhar, 2022). 
 Namun, dengan dukungan teknologi informasi dan inovasi produk, serta komitmen dari 
pemerintah dan otoritas keuangan, akad musyarakah memiliki potensi besar untuk berkembang 
lebih lanjut. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola 
pembiayaan musyarakah, serta penguatan regulasi yang mendukung, dapat membantu perbankan 
syariah di Indonesia untuk memaksimalkan manfaat dari akad ini. Akad musyarakah diharapkan 
dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif 
dan berkelanjutan di Indonesia. 
 Di era modern ini, keberlanjutan menjadi isu penting dalam berbagai sektor, termasuk 
perbankan. Keberlanjutan dalam konteks perbankan syariah berarti tidak hanya mencapai 
keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif sosial dan lingkungan. Pembiayaan 
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berkelanjutan melibatkan praktek yang mendukung pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan 
perlindungan lingkungan. Pembiayaan musyarakah yang berkelanjutan dapat mencakup proyek-
proyek yang mendukung energi terbarukan, infrastruktur ramah lingkungan, dan usaha-usaha 
yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, bank syariah dapat 
memainkan peran yang signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui 
pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memberikan manfaat 
sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana akad 
musyarakah dapat diterapkan dalam kerangka kerja pembiayaan yang berkelanjutan. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model pembiayaan perbankan syariah 
dengan akad musyarakah yang berkelanjutan. Dengan memahami tantangan dan peluang yang 
ada, serta merumuskan strategi yang tepat, diharapkan bank syariah dapat meningkatkan perannya 
dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Studi ini akan memberikan 
wawasan mendalam tentang bagaimana akad musyarakah dapat diimplementasikan secara efektif 
untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 
 
KAJIAN TEORI 
Akad Musyarakah 
Akad musyarakah merupakan salah satu bentuk kontrak dalam perbankan syariah di mana dua 
pihak atau lebih bermitra untuk menjalankan bisnis atau proyek tertentu. Dalam akad musyarakah, 
kedua belah pihak berbagi modal, risiko, dan tanggung jawab dalam usaha bersama tersebut. 
Eksplorasi 
Eksplorasi adalah proses penyelidikan atau penjelajahan yang sistematis terhadap suatu area atau 
konsep tertentu dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam atau untuk 
menemukan hal-hal baru. Tujuan dari eksplorasi ini adalah untuk menemukan model-model 
pembiayaan yang inovatif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pasar, baik dari perspektif 
lembaga keuangan maupun dari perspektif konsumen atau nasabah.  
Model Pembiayaan 
Model pembiayaan merujuk pada struktur atau metode yang digunakan oleh lembaga keuangan 
untuk memberikan pembiayaan kepada individu, bisnis, atau proyek. Model ini mencakup 
berbagai aspek, termasuk pengaturan kontrak, mekanisme pembayaran, pembagian risiko, dan 
syarat-syarat lainnya yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima pembiayaan. 
Perbankan Syariah 
Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, 
yaitu hukum Islam. Dalam perbankan syariah, kegiatan operasionalnya didasarkan pada 
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, seperti larangan riba (bunga), larangan 
spekulasi, dan prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi keuangan. 
 
METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur dan 
studi kasus. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, laporan, dan dokumen 
resmi yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi prinsip-
prinsip ekonomi syariah dan mengkaji implementasinya dalam pengembangan ekonomi umat 
serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah 
Musyarakah berasal dari kata "syirkah" yang berarti kemitraan. Akad musyarakah dalam 
perbankan syariah adalah salah satu bentuk kemitraan atau kerjasama bisnis antara bank 
syariah dan nasabah, di mana kedua belah pihak menginvestasikan modal untuk suatu usaha 
atau proyek tertentu dan berbagi keuntungan serta kerugian berdasarkan proporsi kontribusi 
modal masing-masing. Akad musyarakah didasarkan pada prinsip keadilan dan saling 
berbagi risiko serta keuntungan, menurut ajaran Islam yang melarang adanya riba (bunga) 
dan mendorong transaksi yang adil dan transparan. 
Di dalam akad musyarakah, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut 
sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Islami, 2021). Rukun musyarakah adalah 
elemen-elemen dasar yang harus ada dalam akad musyarakah. Tanpa terpenuhinya rukun ini, 
akad musyarakah tidak sah menurut syariah. Adapun rukun musyarakah dalam perbankan 
syariah : 

1. Pihak yang Berakad (Al-’Aqidain)  
Dalam akad musyarakah, pihak-pihak yang berakad memainkan peran yang sangat 
penting karena mereka adalah para kontributor modal dan pelaksana usaha. Pihak 
pertama biasanya adalah bank syariah sebagai penyedia modal. Dan pihak kedua 
biasanya nasabah atau mitra bisnis yang juga menyediakan modal. 

2. Modal (Ras Al-Mal) 
Rukun ini mencakup beberapa ketentuan dan persyaratan yang wajib agar akad 
musyarakah menjadi sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Modal atau ras al-mal 
adalah aset atau kontribusi finansial yang diberikan oleh para pihak yang berakad 
untuk digunakan dalam usaha atau proyek bersama. Modal yang disetor harus berupa 
aset yang dapat diukur dan diidentifikasi dengan jelas, baik dalam bentuk uang tunai 
maupun aset lainnya yang disepakati. Modal harus tunai dan bukan berupa utang, serta 
harus tersedia di awal akad. Dalam akad musyarakah, modal ini menjadi dasar untuk 
pembagian keuntungan maupun kerugian. 

3. Pernyataan Ijab dan Qabul (Shighah) 
Dalam akad musyarakah, pernyataan Ijab dan Qabul (Shighah) adalah rukun yang 
mencakup proses kesepakatan antara pihak-pihak yang berakad. Ijab dan Qabul adalah 
istilah dalam bahasa Arab yang berarti "penawaran" dan "penerimaan". Ijab meupakan 
pernyataan atau penawaran dari satu pihak yang mengindikasikan niat untuk 
melakukan akad. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak lain yang 
menandakan persetujuan terhadap penawaran yang telah diajukan. Proses ini adalah 
komponen penting dalam semua jenis kontrak syariah, termasuk musyarakah, untuk 
memastikan bahwa semua pihak terlibat secara sukarela dan dengan pemahaman 
penuh tentang kesepakatan tersebut. Ijab dan Qabul harus jelas dan tegas, tanpa ada 
keraguan mengenai niat dan persetujuan untuk melaksanakan akad musyarakah. 
Kedua pernyataan tersebut harus mencerminkan kesepakatan yang jelas tentang modal 
yang disetorkan, pembagian keuntungan, dan pengelolaan kerugian. Pernyataan ini 
bisa dilakukan secara lisan, tulisan, atau tindakan yang menunjukkan adanya 
kesepakatan. 

4. Proyek atau Usaha (Mahal Al-Aqd) 
Dalam akad musyarakah, usaha atau proyek yang akan dijalankan bersama adalah 
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komponen kunci yang menentukan keberhasilan dan kepatuhan terhadap prinsip-
prinsip syariah. Usaha harus bebas dari unsur riba (bunga), maysir (perjudian), gharar 
(ketidakpastian yang berlebihan), dan unsur-unsur haram lainnya. Usaha atau proyek 
ini harus memenuhi beberapa persyaratan agar sesuai dengan hukum Islam dan 
mendapatkan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat. 

Syarat adalah ketentuan tambahan yang wajib dipenuhi agar akad menjadi sah dan dapat 
dilaksanakan. Agar akad musyarakah sah dan sesuai dengan prinsip syariah, para pihak yang 
berakad harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain: 

1. Kedua belah pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan transaksi, yaitu 
dewasa, berakal sehat, dan tidak dalam kondisi yang membatasi hak untuk 
bertransaksi. Kedua belah pihak harus memiliki niat yang jelas untuk melakukan akad 
musyarakah dan memahami hak serta kewajiban masing-masing. 

2. Modal yang disetorkan harus berasal dari sumber yang halal dan tidak mengandung 
unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (perjudian). Modal harus tersedia dan 
dapat digunakan pada saat akad dilakukan, bukan berupa modal yang dijanjikan di 
masa depan. 

3. Pembagian keuntungan harus berdasarkan kesepakatan dan proporsi modal yang 
disetorkan oleh masing-masing pihak. Proporsi pembagian harus jelas dan disepakati 
di awal akad. Kerugian juga harus ditanggung bersama berdasarkan porsi kontribusi 
modal, kecuali kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan salah satu 
pihak, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab penuh. 

4. Usaha atau proyek yang dibiayai harus halal dan tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah. Tata cara pengelolaan usaha harus jelas dan transparan, termasuk peran dan 
tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan usaha tersebut. 

 
Prosedur pembiayaan musyarakah dalam perbankan syariah melibatkan serangkaian langkah 
yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu bank syariah dan nasabah atau mitra 
bisnis, mulai dari penawaran proyek hingga pembagian keuntungan (Praseptyaningrum dkk., 
2019). Berikut prosedur pembiayaan akad musyarakah : 

1. Identifikasi Proyek atau Usaha 
Bank syariah mengidentifikasi proyek atau usaha potensial yang memenuhi kriteria 
syariah dan memiliki prospek yang baik untuk menghasilkan keuntungan. Nasabah 
atau mitra bisnis mengajukan proposal proyek atau usaha yang membutuhkan 
pembiayaan musyarakah kepada bank syariah. 

2. Evaluasi dan Persetujuan 
Bank syariah melakukan evaluasi mendalam terhadap proposal proyek, termasuk 
analisis kelayakan finansial, risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nasabah 
memberikan informasi dan data yang diperlukan kepada bank syariah, serta bersedia 
menjelaskan dan mempertanggungjawabkan rencana bisnis mereka. 

3. Penawaran Pembiayaan 
Bank syariah menawarkan pembiayaan musyarakah kepada nasabah berdasarkan 
hasil evaluasi. Penawaran ini mencakup rincian tentang persentase modal yang akan 
diberikan oleh setiap pihak, pembagian keuntungan, dan persyaratan lainnya. 
Nasabah mempertimbangkan penawaran pembiayaan yang diberikan oleh bank 
syariah, termasuk persetujuan terhadap struktur pembiayaan dan pembagian risiko. 

4. Penandatanganan Perjanjian 
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Setelah semua detail pembiayaan disepakati, bank syariah dan nasabah 
menandatangani perjanjian pembiayaan musyarakah. Perjanjian ini mencakup 
kesepakatan tentang modal, pembagian keuntungan, tanggung jawab, dan hak-hak 
masing-masing pihak. 

5. Implementasi dan Pelaksanaan Usaha 
Setelah penandatanganan perjanjian, kedua belah pihak mulai 
mengimplementasikan rencana bisnis dan menjalankan usaha atau proyek bersama 
sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. 

6. Monitoring dan Pengawasan 
Bank syariah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap jalannya usaha atau 
proyek, termasuk pemeriksaan laporan keuangan, kunjungan lapangan, dan evaluasi 
kinerja secara berkala. Nasabah memberikan laporan keuangan dan informasi 
operasional secara berkala kepada bank syariah, serta bersedia bekerja sama dalam 
proses pengawasan dan evaluasi. 

7. Pembagian Keuntungan dan Kerugian 
Keuntungan dari usaha atau proyek dibagi secara proporsional antara bank syariah 
dan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. 
Kerugian juga ditanggung bersama berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. 

8. Penutup dan Pelaporan 
Setelah selesai, usaha atau proyek dinilai, dan akhirnya ditutup. Laporan akhir 
disusun dan hasil akhirnya dilaporkan kepada kedua belah pihak untuk evaluasi dan 
pembelajaran di masa mendatang. 

Akad musyarakah dalam perbankan syariah memiliki beberapa fungsi penting yang 
mendukung kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad musyarakah 
memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung ekonomi yang berbasis prinsip-
prinsip syariah, serta mempromosikan keadilan, kerjasama, dan kesejahteraan dalam 
masyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi utama akad musyarakah: 

1. Memfasilitasi Pembiayaan yang Sesuai dengan Prinsip Syariah 
Akad musyarakah memungkinkan bank syariah untuk memberikan pembiayaan 
kepada nasabah tanpa melibatkan riba (bunga) atau praktik-praktik yang diharamkan 
dalam Islam. Ini memungkinkan para pelaku usaha untuk mendapatkan modal tanpa 
melanggar prinsip-prinsip syariah. 

2. Mendorong Kemitraan dan Kerjasama 
Melalui akad musyarakah, bank syariah dan nasabah bekerjasama dalam usaha atau 
proyek tertentu. Ini menciptakan kemitraan yang erat antara kedua belah pihak, yang 
dapat meningkatkan kepercayaan, koordinasi, dan efisiensi dalam mengelola usaha 
bersama. 

3. Pembagian Keuntungan dan Risiko yang Adil 
Dalam akad musyarakah, keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional antara 
bank syariah dan nasabah berdasarkan kesepakatan awal. Ini memastikan bahwa 
kedua belah pihak memiliki kepentingan yang seimbang dalam keberhasilan proyek 
dan juga bertanggung jawab atas risikonya. 

4. Memfasilitasi Akses Pembiayaan 
Akad musyarakah memungkinkan akses pembiayaan bagi individu atau usaha yang 
mungkin sulit untuk mendapatkan dana melalui cara konvensional. Ini membuka 
pintu bagi lebih banyak pelaku usaha untuk mengembangkan usaha mereka dan 
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mewujudkan potensi ekonomi mereka. 
5. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan 

Dengan memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha yang berpotensi melalui akad 
musyarakah, bank syariah dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan. Investasi ini dapat membantu menciptakan lapangan kerja, 
meningkatkan produksi barang dan jasa, serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat secara keseluruhan. 

6. Membangun Keadilan dan Kesejahteraan Sosial 
Melalui pembagian keuntungan yang adil dan partisipasi aktif dari kedua belah pihak 
dalam pengelolaan usaha, akad musyarakah dapat membantu membangun keadilan 
dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Ini memungkinkan distribusi kekayaan 
yang lebih merata dan meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi bagi 
semua lapisan masyarakat. 

 
B. Model Pembiayaan dengan Akad Musyarakah di Indonesia 

Model pembiayaan dengan akad musyarakah di Indonesia adalah salah satu instrumen 
perbankan syariah yang mengedepankan prinsip kemitraan dan bagi hasil antara bank dan 
nasabah. Musyarakah merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana 
mereka menyumbangkan modal untuk suatu usaha atau proyek tertentu dan berbagi 
keuntungan serta kerugian sesuai dengan porsi kontribusi modal atau kesepakatan bersama. 
Musyarakah ini bisa digunakan untuk berbagai jenis usaha dan investasi. Dalam konteks 
praktik perbankan syariah di Indonesia, akad musyarakah sering digunakan dalam 
pembiayaan proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur, proyek properti, atau 
proyek investasi lainnya. Hal ini memungkinkan bank dan nasabah untuk berbagi risiko dan 
keuntungan dari proyek tersebut secara adil sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, akad 
musyarakah juga memberikan kesempatan bagi nasabah untuk ikut serta dalam pengambilan 
keputusan terkait dengan pengelolaan proyek tersebut, sesuai dengan prinsip syariah yang 
mendorong transparansi dan partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi (Hasanah & Ichfan, 
2021). Di Indonesia, terdapat berbagai contoh model pembiayaan dengan akad musyarakah 
yang telah diterapkan dalam industri perbankan syariah, sebagai berikut : 

1. Pembiayaan Modal Usaha Musyarakah 
Dalam model pembiayaan modal usaha musyarakah, bank syariah dan pengusaha 
bermitra untuk menjalankan usaha atau proyek tertentu. Bank menyediakan sebagian 
modal yang diperlukan untuk usaha tersebut, sementara sisanya disumbangkan oleh 
pengusaha. Keuntungan dan kerugian dari usaha tersebut kemudian dibagi antara 
bank dan pengusaha sesuai dengan proporsi modal masing-masing (Mubarok, 2018). 
Contoh usaha yang dapat dibiayai melalui model ini termasuk industri, perdagangan, 
pertanian, dan lain-lain. 

2. Pembiayaan Investasi Musyarakah 
Pembiayaan Dalam pembiayaan investasi musyarakah, bank syariah dan investor 
bermitra untuk melakukan investasi dalam suatu proyek atau aset. Bank 
menyediakan sebagian dana yang dibutuhkan untuk investasi tersebut, sementara 
sisanya disumbangkan oleh investor. Keuntungan dari investasi tersebut kemudian 
dibagi antara bank dan investor sesuai dengan proporsi modal masing-masing. 
Contoh investasi yang dapat dibiayai melalui model ini termasuk pembangunan 
infrastruktur, pengembangan properti, dan investasi pada sektor-sektor ekonomi 
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lainnya. 
3. Kendaraan Bermotor Musyarakah 

Dalam pembiayaan kendaraan bermotor musyarakah, bank syariah dan nasabah 
bermitra untuk membeli kendaraan bermotor seperti mobil atau motor secara 
bersama-sama. Bank menyediakan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembelian 
kendaraan, sementara sisanya disumbangkan oleh nasabah. Kedua belah pihak 
kemudian berbagi kepemilikan atas kendaraan tersebut dan setiap bulan nasabah 
membayar sewa guna bersama (mudharabah) kepada bank untuk menggunakan 
kendaraan tersebut. Seiring waktu, nasabah secara bertahap membeli kepemilikan 
bank dalam kendaraan tersebut, hingga akhirnya menjadi pemilik tunggal. 

4. Pembiayaan Properti Musyarakah 
Dalam pembiayaan properti musyarakah, bank syariah dan nasabah bermitra untuk 
membeli atau mengembangkan properti seperti rumah tinggal, apartemen, atau 
kompleks komersial secara bersama-sama. Bank menyediakan sebagian dana yang 
dibutuhkan untuk pembelian atau pengembangan properti, sementara sisanya 
disumbangkan oleh nasabah. Kedua belah pihak kemudian berbagi kepemilikan atas 
properti tersebut dan setiap bulan nasabah membayar sewa guna bersama 
(mudharabah) kepada bank untuk menggunakan properti tersebut. Seiring waktu, 
nasabah secara bertahap membeli kepemilikan bank dalam properti tersebut, hingga 
akhirnya menjadi pemilik tunggal. 

5. Pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Musyarakah 
Dalam pembiayaan KPR musyarakah, bank syariah dan nasabah bermitra untuk 
membeli rumah secara bersama-sama. Bank menyediakan sebagian dana yang 
dibutuhkan untuk pembelian rumah, sementara sisanya disumbangkan oleh nasabah. 
Kedua belah pihak kemudian berbagi kepemilikan atas rumah tersebut dan setiap 
bulan nasabah membayar sewa guna bersama (mudharabah) kepada bank untuk 
menggunakan bagian rumah yang dimilikinya. Seiring waktu, nasabah secara 
bertahap membeli kepemilikan bank dalam rumah tersebut, hingga akhirnya menjadi 
pemilik tunggal. 
 

C. Tantangan dan Peluang  
Akad musyarakah, meskipun memiliki banyak manfaat, juga dihadapkan pada tantangan dan 
peluang tertentu dalam konteks perbankan syariah. Berikut adalah beberapa tantangan yang 
perlu dipertimbangkan : 

1. Kepatuhan Syariah yang Ketat:  
Memastikan bahwa semua transaksi dan operasi sesuai dengan prinsip-prinsip 
syariah dapat menjadi tantangan, karena memerlukan pemahaman mendalam 
tentang hukum Islam dan interpretasinya dalam konteks keuangan modern. 

2. Kompleksitas Struktur Transaksi:  
Struktur transaksi musyarakah yang kompleks dapat menyebabkan kesulitan dalam 
pemahaman dan implementasi, terutama bagi nasabah yang tidak memiliki 
pengetahuan keuangan yang memadai. 

3. Pengelolaan Risiko:  
Pembagian risiko antara bank syariah dan nasabah memerlukan pengelolaan risiko 
yang cermat dan keterlibatan yang aktif dari kedua belah pihak. Kegagalan dalam 
mengelola risiko dapat mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak. 
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4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia:  
Kurangnya tenaga kerja yang terlatih dalam bidang perbankan syariah dapat menjadi 
hambatan dalam pengembangan produk-produk musyarakah yang inovatif dan 
kegiatan operasional yang efisien. 

5. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:  
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan manfaat 
dari produk-produk perbankan syariah dapat menjadi tantangan, terutama di 
lingkungan yang belum terbiasa dengan konsep keuangan syariah. 
 

Berikut adalah beberapa peluang yang perlu dipertimbangkan : 
1. Pertumbuhan Industri Perbankan Syariah:  

Dengan pertumbuhan industri perbankan syariah yang terus berlanjut, terdapat 
peluang besar untuk pengembangan lebih lanjut produk-produk musyarakah dan 
peningkatan penetrasi pasar. 

2. Inklusivitas Keuangan:  
Akad musyarakah dapat membuka akses keuangan bagi segmen masyarakat yang 
sebelumnya tidak terlayani oleh perbankan konvensional, seperti pengusaha kecil 
dan menengah serta petani. 

3. Inovasi Produk:  
Peluang untuk mengembangkan produk-produk musyarakah yang inovatif dan 
sesuai dengan kebutuhan pasar yang berkembang dapat meningkatkan daya saing 
perbankan syariah di pasar keuangan. 

4. Kemitraan dan Kemitraan Strategis:  
Peluang untuk mengembangkan kemitraan dan kerjasama strategis dengan lembaga-
lembaga keuangan dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperluas jangkauan 
dan cakupan layanan perbankan syariah. 

5. Pemberdayaan Ekonomi:  
Melalui model musyarakah, terdapat peluang untuk mendukung pengembangan 
ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dengan memberikan akses pembiayaan 
kepada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. 

 
Dengan memahami tantangan dan peluang yang terkait dengan akad musyarakah dalam 
perbankan syariah, bank dan nasabah dapat bekerja sama untuk mengoptimalkan manfaat 
dari model ini sambil mengatasi hambatan yang ada. 

 
D. Strategi yang Tepat  

Dalam penerapan akada syariah dalam model pembiayaan pada perbankan syariah di 
Indonesia tidak berjalan mulus, tentunya terdapat tantangan. Hal ini memerlukan strategi 
yang tepat dalam menghadapi berbagai macam tantangan agar perbankan syariah dapat 
menerapakan akad musyarakah dalam model pembiayaan yang berkelanjutan(Apriyanti, 
2017). Berikut strategi pengembangan akad musyarakah : 

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu elemen kunci 
untuk keberhasilan implementasi akad musyarakah dalam perbankan syariah. 
Pengelolaan pembiayaan musyarakah memerlukan pemahaman mendalam tentang 
prinsip-prinsip syariah, analisis risiko, dan manajemen keuangan yang efektif. Oleh 
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karena itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM menjadi sangat penting 
untuk memastikan bahwa para profesional perbankan syariah mampu mengelola 
pembiayaan musyarakah secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 
(Pratama dkk., 2021). Adapun cara yang dilakukan dalam pengembangan SDM 
antara lain : 

a. Pelatihan Prinsip-Prinsip Syariah: 
Meningkatkan pemahaman prinsip syariah dengan membekali SDM 
pengetahuan yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah yang mendasari 
akad musyarakah.  Pelatihan ini dapat dilakukan dengan cara : 

- Studi Fiqh Muamalah:  
Pemahaman tentang hukum-hukum muamalah dalam Islam yang 
mengatur transaksi keuangan dan bisnis. 

- Akad Musyarakah:  
Pengetahuan mendalam tentang struktur, syarat, dan ketentuan akad 
musyarakah. 

- Studi Kasus Syariah: 
Analisis studi kasus penerapan prinsip syariah dalam konteks 
pembiayaan musyarakah. 

b. Pelatihan Teknis dan Manajerial: 
Penguatan kompetensi teknis dengan meningkatkan kemampuan teknis dalam 
analisis keuangan, manajemen risiko, dan evaluasi proyek. Pengembangan 
keterampilan manajerial dengan memperkuat keterampilan manajerial dalam 
mengelola kerjasama bisnis antara bank dan nasabah, melalui : 

- Analisis Keuangan dan Proyek:  
Kemampuan untuk menganalisis kelayakan finansial dan operasional 
dari proyek yang akan didanai melalui musyarakah. 

- Manajemen Risiko:  
Teknik identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko dalam pembiayaan 
musyarakah. Manajemen risiko sangat penting dalam perbankan 
syariah. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan termasuk : 

a) Risiko Pembiayaan: Mengelola risiko terkait dengan 
pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, termasuk risiko 
kredit dan likuiditas. 

b) Risiko Operasional: Mengelola risiko operasional yang 
mungkin timbul dari proses internal, sistem, atau kejadian 
eksternal. 

c) Risiko Syariah: Memastikan bahwa semua aktivitas 
operasional tidak melanggar prinsip syariah dan tidak 
menimbulkan risiko reputasi. 

- Pengelolaan Portofolio:  
Strategi pengelolaan portofolio investasi untuk mengoptimalkan hasil 
dan meminimalkan risiko. 

c. Pelatihan Regulasi dan Kepatuhan: 
Pemahaman yang mendalam tentang regulasi dan kepatuhan dalam perbankan 
syariah sangat penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dan operasi 
bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa aspek 
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penting yang perlu dipahami dalam regulasi dan kepatuhan perbankan syariah: 
- Regulasi Nasional 

Setiap negara yang memiliki sektor perbankan syariah biasanya 
memiliki regulasi khusus yang mengatur operasional bank syariah. 
Contoh di Indonesia, regulasi perbankan syariah diatur oleh Bank 
Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi penting ini 
seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
yang mengatur pendirian, kegiatan usaha, dan tata cara perbankan 
syariah di Indonesia. Dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang 
mengatur berbagai aspek teknis perbankan syariah seperti tata cara 
pembiayaan syariah, pengelolaan risiko, dan likuiditas. 

- Regulasi Internasional 
Ada juga standar dan regulasi internasional yang relevan dengan 
perbankan syariah, misalnya: IFSB (Islamic Financial Services Board) 
mengeluarkan panduan dan standar yang membantu memastikan 
stabilitas dan integritas sistem keuangan syariah global. AAOIFI 
(Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 
Institutions) mengeluarkan standar akuntansi dan auditing yang 
digunakan oleh lembaga keuangan syariah di banyak negara. 

- Prinsip-Prinsip Syariah dalam Transaksi 
Untuk memastikan bahwa semua transaksi dan operasi bank sesuai 
dengan prinsip syariah. Adapun prinsip perbankan syariah seperti bebas 
MAGHRIB (Maysir, Gharar, Haram, Riba, Batil) atau larangan maysir 
(spekulasi/perjudian), larangan gharar (ketidakpastian), larangan 
haram, larangan riba (bunga), dan larangan batil (tidak sah). 

- Proses dan Prosedur Kepatuhan Syariah 
Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, bank syariah 
biasanya memiliki beberapa mekanisme berikut : 

a) Dewan Pengawas Syariah (DPS): Setiap bank syariah harus 
memiliki DPS yang terdiri dari ahli syariah yang memantau dan 
memastikan bahwa semua produk dan operasional bank sesuai 
dengan syariah. 

b) Review dan Audit Syariah: DPS melakukan review dan audit 
secara berkala terhadap produk, layanan, dan operasional bank 
untuk memastikan kepatuhan syariah. 

c) Fatwa dan Panduan: DPS mengeluarkan fatwa dan panduan 
mengenai produk dan layanan baru untuk memastikan 
kesesuaiannya dengan prinsip syariah. 

d) Pelatihan dan Edukasi: Bank syariah biasanya menyediakan 
pelatihan dan edukasi bagi karyawan mereka tentang prinsip-
prinsip syariah dan regulasi terkait. 

d. Pengembangan Soft Skills: 
Memperkuat soft skills seperti komunikasi, negosiasi, dan penyelesaian 
konflik yang esensial dalam pengelolaan pembiayaan musyarakah, seperti : 

- Komunikasi Efektif:  
Teknik komunikasi yang efektif untuk berinteraksi dengan nasabah dan 
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stakeholder lainnya. 
- Negosiasi dan Penyelesaian Konflik:  

Keterampilan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan 
keterampilan penyelesaian konflik untuk mengatasi perbedaan 
pandangan. 

- Kepemimpinan:  
Pengembangan keterampilan kepemimpinan untuk memimpin tim dan 
proyek pembiayaan musyarakah. 

2. Inovasi Produk 
Pengembangan produk-produk inovatif yang sesuai dengan prinsip syariah 
merupakan salah satu cara untuk menarik lebih banyak nasabah dan memperluas 
pangsa pasar perbankan syariah. Inovasi ini tidak hanya harus mematuhi prinsip-
prinsip syariah, tetapi juga harus menawarkan nilai tambah yang menarik bagi 
nasabah. Berikut adalah beberapa contoh inovasi produk yang dapat dikembangkan: 

a. Fintech Syariah: Mengembangkan platform fintech yang menawarkan 
pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, 
platform pembiayaan peer-to-peer (P2P) yang memfasilitasi pembiayaan bagi 
UMKM dengan skema bagi hasil (mudharabah) atau kemitraan (musyarakah). 

b. Crowdfunding Syariah: Platform crowdfunding yang memfasilitasi 
pengumpulan dana untuk proyek-proyek sosial dan bisnis yang sesuai dengan 
prinsip syariah. Dana yang terkumpul digunakan untuk proyek yang halal dan 
berpotensi memberikan keuntungan bagi para investor. 

c. Tabungan Emas Syariah: Produk tabungan yang memungkinkan nasabah 
menabung dalam bentuk emas. Nasabah dapat membeli emas secara berkala 
dan menyimpannya di bank, serta dapat menjual kembali emas tersebut sesuai 
kebutuhan. 

d. Reksa Dana Syariah: Reksa dana yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah, 
di mana investasi hanya dilakukan pada saham-saham dan instrumen 
keuangan yang halal. 

e. Sukuk Ritel: Obligasi syariah yang dapat dibeli oleh masyarakat umum 
sebagai alternatif investasi yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah. 

f. Produk Asuransi Syariah (Takaful) : Takaful Kesehatan merupakan produk 
asuransi kesehatan yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana dana peserta 
dikelola dengan prinsip tabarru (tolong-menolong) dan setiap peserta 
berkontribusi untuk membantu peserta lain yang membutuhkan. Takaful Jiwa 
merupakan asuransi jiwa yang menawarkan perlindungan finansial bagi 
keluarga peserta jika terjadi musibah, dengan dana yang dikelola sesuai 
dengan prinsip syariah. 

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi 
Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam 
pengelolaan pembiayaan musyarakah sangat penting dalam perbankan syariah. 
Berikut adalah beberapa cara teknologi dapat digunakan dalam pengelolaan 
pembiayaan musyarakah: 

a. Platform Digital: Mengembangkan platform digital khusus untuk pengelolaan 
pembiayaan musyarakah yang memungkinkan semua pihak terlibat untuk 
memantau dan mengelola investasi mereka secara real-time. 
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b. Aplikasi Mobile: Aplikasi mobile yang memungkinkan nasabah mengakses 
informasi tentang investasi mereka, melihat laporan keuangan, dan melakukan 
transaksi terkait musyarakah kapan saja dan di mana saja (Sundariani, 2023). 

c. Smart Contracts: Menggunakan smart contracts di blockchain untuk 
mengotomatisasi perjanjian musyarakah. Smart contracts memastikan bahwa 
semua ketentuan dan pembagian keuntungan/kerugian dijalankan secara 
otomatis sesuai kesepakatan, mengurangi risiko manipulasi dan meningkatkan 
kepercayaan. 

d. Rekaman Transaksi Terdistribusi: Menggunakan teknologi blockchain untuk 
menyimpan semua transaksi dan catatan keuangan secara terdistribusi, 
memastikan transparansi dan keamanan data. Semua pihak dapat 
memverifikasi transaksi yang telah dilakukan tanpa risiko pemalsuan data. 

KESIMPULAN 

Perbankan syariah yang ada di Indonesia beroperasional dengan menerapkan prinsip 
syariah. Sistem pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, bagi hasil 
dan prinsip syariah lainnya. Berbagai macam model - model pembiayaan yang diberikan oleh 
bank syariah berdasarkan akadnya, salah satunya yakni akad musyarakah. Akad musyarakah 
merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal dan resiko 
dalam usaha bersama, di mana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan 
sebelumnya. Dengan menerapkan akad musyarakah dalam model pembiayaannya, bank syariah 
di Indonesia dapat memastikan bahwa operasional mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 
yang menekankan keadilan, transparansi, dan pembagian risiko serta keuntungan secara adil 
antara pihak-pihak yang terlibat. Pembiayaan musyarakah di perbankan syariah Indonesia 
meliputi : pembiayaan UMKM, pembiayaan proyek infrastruktur, pembiayaan properti, dan lain 
– lain. Dalam pembiayaan dengan akad musyarakah terdapat tantangan dan peluang, namun setiap 
bank syariah memiliki strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan yang ada. Sehingga 
dengan memberikan pembiayaan, perbankan syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

Anhar, Z. (2022). Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah. Jurnal Ilmu Perbankan 
dan Keuangan Syariah, 4(2), 110–122. https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.145.110-122 

Apriyanti, H. W. (2017). PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI 
INDONESIA : ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN. 8(1). 

Hasanah, U., & Ichfan, H. (2021). Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah pada Perbankan 
Syariah. Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah, 3(1), 1. 
https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1085 

Islami, A. (2021). Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad 
Musyarakah) Di Perbankan Syariah. JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, 4(1), 1. 
https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903 

Mubarok, F. (2018). Dinamika Makro-Mikro pada Pembiayaan Musyarakah. ISLAMADINA, 
19(2), 59. https://doi.org/10.30595/islamadina.v19i2.3209 

Praseptyaningrum, F., Susilawati, D., & Wardana, L. K. (2019). Analisis Prosedur dan 
Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Wirobrajan 



365    JRME - VOLUME 1, NO. 3, JULI 2024 

Yogyakarta. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 2(1). 
https://doi.org/10.18196/jati.020111 

Pratama, G., Haida, N., & Nurwulan, S. (2021). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah 
Pada Produk Bank Syariah. Ecobankers : Journal of Economy and Banking, 2(2), 101. 
https://doi.org/10.47453/ecobankers.v2i2.483 

Sundariani, F. (2023). MANAJEMEN STRATEGI PROMOSI PRODUK PEMBIAYAAN 
PERBANKAN SYARIAH. Jurnal Al Wadiah, 1(2), 149–163. 
https://doi.org/10.62214/jaw.v1i2.125 

Suryani, S. (2012). Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan. 
Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(1), 111. 
https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.111-131 

 


